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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan  merupakan  suatu  perjanjian  yang  dilakukan  oleh  dua  (2)

orang  dalam  hal  ini  perjanjian  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita

dengan tujuan material,  yakni  membentuk  keluarga  (rumah tangga)  bahagia

dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama

dalam Pancasila.1 Pengertian Perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1)

Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa: “Perkawinan ialah

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri

dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Di Indonesia  pengaturan  mengenai  perkawinan diatur  secara  plural,  hal

demikian ini dipengaruhi faktor adat istiadat masyarakat Indonesia yang masing-

masing daerah mempunyai perbedaan dan juga dipengaruhi oleh berbagai macam

ajaran agama, seperti agama Hindu, Budha, Kristen, Khatolik serta agama Islam.

Adanya  beragam  pengaruh  di  dalam  masyarakat  tersebut  mengakibatkan

terjadinya banyak aturan yang mengatur masalah perkawinan,

1 Soedharyo Soimin, Hukum Orang Dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW,
Hukum Islam, dan Hukum Adat, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, hlm. 6.
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sehingga  membawa  konsekuensi  pada  cara  hidup  kekeluargaan,

kekerabatan, dan kekayaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.2

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 diatur juga tentang 

Perkawinan, Bahwa:

“Yang  dimaksud  dengan  perkawinan  menurut  Hukum  Islam  adalah

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk

mentaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya  merupakan  ibadah

dengan  tujuan  untuk  mewujudkan  rumah  tangga  yang  sakinah,

mawaddah, dan warahmah.”3

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  menegaskan

bahwa  tujuan  dari  perkawinan  adalah  untuk  membentuk  keluarga  (rumah

tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.

Dengan dilaksanakannya perkawinan maka mengakibatkan sebuah ikatan lahir

dan  batin  antara  seorang pria  (suami)  dan  seorang wanita  (istri).  Keduanya

harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mewujudkan

apa  yang  menjadi  tujuan  dari  perkawinan  itu  sendiri  yakni  mencapai

kesejahteraan spiritual dan materiil.

2 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat dan 
Hukum Agama, Bandung : CV. Mandar Maju, 2003, hlm. 8.

3 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia,  Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 60.
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Berdasakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang

Perkawinan,  Setelah  kawin  hak  dan  kedudukan  istri  dan  suami  adalah

seimbang,  baik  dalam  kehidupan  rumah  tangga  maupun  dalam  pergaulan

masyarakat.  Sehingga dengan demikian, suami dan istri tidak bisa semena-

mena lagi dalam segala hal, harus dimusyawarahkan dan diputuskan bersama

antara suami dan istri. Akibat-akibat hukum yang timbul tersebut telah diatur

dalam Undang-Undang secara lebih rinci.

Akibat  hukum  dari  perkawinan  salah  satunya  adalah  terjadinya  harta

bersama  seperti  yang  ditegaskan  dalam  pasal  35  Ayat  1  Undang-Undang

Nomor  16 Tahun 2019 Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor  1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: “Harta benda yang

diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Akan tetapi mengenai

hal tersebut terdapat pengecualiannya yakni Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor  16 Tahun 2019 Tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor  1

Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  menyatakan  bahwa:“Pada  waktu  atau

sebelum  perkawinan  dilangsungkan  kedua  pihak  atas  persetujuan  bersama

dapat mengadakan perjanjian tertulis  yang disahkan oleh pegawai pencatat

perkawinan  setelah  mana  isinya  berlaku  juga  terhadap  pihak  ketiga.”

Perjanjian  tersebut  tidak  dapat  disahkan  bilamana  tidak  memenuhi  syarat-

syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
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Dengan  adanya  perkawinan,  maka  akibat  hukum  yang  timbul  salah

satunya yaitu harta yang diperoleh setelah adanya perkawinan menjadi harta

milik bersama. Tetapi harta yang diperoleh sebelum adanya perkawinan akan

tetap menjadi harta masing-masing suami istri dalam perkawinan. Ketentuan

tersebut  menggambarkan  bahwa harta  dalam perkawinan  terbagi  dua  yakni

harta  bawaan  masing-masing  suami  istri  yang  terpisah  dan  harta  yang

diperoleh setelah adanya perkawinan atau harta bersama. Akan tetapi ketentuan

pemisahan  harta  tersebut  dapat  dikecualikan  dengan  dibuatnya  perjanjian

perkawinan.

Perjanjian  perkawinan  merupakan  perjanjian  mengenai  aspek-aspek

yang  timbul  selama  perkawinan  berlangsung,  Perjanjian  perkawinan  yang

diatur dalam Undang-Undang Perkawinan hanya dapat dibuat pada waktu atau

sebelum perkawinan dilangsungkan. Hal ini tidak dapat diubah, kecuali kedua

belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan

pihak  ketiga.  Didalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

yang mengatur perjanjian perkawinan hanya dalam 1 (satu) pasal saja, berbeda

dengan KUHPerdatayang  mengaturnya  kurang lebih  50 (lima  puluh)  pasal.

Perbandingan ini sangat signifikan dan terkesan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk
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mengatur sendiri harta perkawinan mereka nanti dengan keleluasaan tetapi juga 

tidak melampaui batas-batas, tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan agama.4

Menurut Happy Susanto perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang

dibuat  oleh  pasangan  calon  pengantin  baik  laki-laki  maupun  perempuan

sebelum  perkawinan  mereka  dilangsungkan  dalam  isi  perjanjian  tersebut

mengikat  hubungan  perkawinan  mereka.5 Secara  umum,  perjanjian

perkawinan  berisi  tentang  pengaturan  harta  kekayaan  calon  suami  isteri.

Tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur akibat-

akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan.6 Perjanjian kawin ialah

perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri, sebelum atau pada

saat  perkawinan  dilangsungkan  untuk  mengatur  akibat-akibat  perkawinan

terhadap harta kekayaan mereka.7

Sebelum  adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor

69/PUU-XIII/2015 uji materil Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang

Perkawinan mengenai perjanjian perkawinan ini hanya merujuk pada ketentuan

yang berlaku saja. Setelah adanya uji materil Pasal 29 Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

4 Fahmi Al Amruzi, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan ,Yogyakarta: Aswaja Pressindo,
20004, hlm. 17

5 Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian, Jakarta:
Visimedia, 2008, hlm. 78.

6 Soetojo Prawirohamidjojo,  Hukum Orang dan keluarga, Surabaya: Airlangga University Press,
1982, hlm. 88.

7 Soetojo  Prawirohamidjojo,  Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di  Indonesia,
Surabaya: Airlangga University Press, 1986, hlm. 57
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Tentang  Perkawinan  dapat  dilaksanakan  pada  waktu,  sebelum

dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas

persetujuan  bersama  dapat  mengajukan  perjanjian  tertulis  yang  disahkan

oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris setelah mana isinya berlaku

juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 bermula ketika

dilakukannya  permohoan  pengujian  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh Ny.

Ike Farida sebagai  pemohon dengan surat  permohonan tertanggal 11 Mei yang

pokoknya adalah pemohon menyatakan bahwa frasa “pada waktu atau sebelum

perkawinan dilangsungkan” pada Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan,

dan frasa “selama perkawinan berlangsung” pada Pasal 29 Ayat

(4) Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dianggap

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Perjanjian  perkawinan hakikatnya merupakan suatu perbuatan  hukum

yang tidak lepas dari  koridor Hukum Perjanjian,  kendati  memiliki  karakter

sedikit  berbeda  dengan  perjanjian  pada  umumnya.  Oleh  karenanya  syarat

keabsahannya sudah barang tetap wajib mengacu pada Pasal 1320 Kitab
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Undang-undang  Perdata  yakni  sepakat,  cakap,  obyek  tertentu  dan  clausa

halal.8 Perjanjian  perkawinan  ini  sejatinya  juga  merupakan  suatu  jenis

perjanjian, disamping wajib mematuhi persyaratan yang ada dalam Pasal 1320

KUHPerdata  masih  diperlukan  pengesahannya  oleh  pegawai  pencatat

perkawinan.

Jadi  pada  hakikatnya  sebuah perjanjian  perkawinan dibuat  oleh  suami

dan istri dalam rangka menyampingi aturan Undang-Undang menangani harta

perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Mengesampingkan suatu

pasal dalam sebuah undang-undang bukanlah tabu, sepanjang aturan tersebut

berposisi sebagai regelend recht atau ketentuan Undang-Undang yang bersifat

mengatur,  dengan syarat bahwa itu didasarkan pada kesepakatan para pihak.

Sebagai  kelanjutannya,  mereka  harus  merakit  aturan  penggantinya  lewat

pembuatan  perjanjian  yang sudah barang tentu didasarkan pada kesepakatan

pula. Kendati hanya berupa perjanjian yang fungsinya menggantikan ketentuan

undang-undang  yang  sudah  dikesampingkan,  ternyata  sepanjang  perjanjian

yang  bersangkutan  sah,  akan  memiliki  kekuatan  mengikat  sama  dengan

undang-undang  bagi  para  pihaknya.  Ini  berarti  meski  sekedar  perjanjian,

ternyata memiliki nilai yang ekuivalen dengan undang-undang.9

Demikian penegasan yang dinyatakan oleh Pasal 1338 KUHPerdata Oleh

sebab itu, kalau mereka yang kawin sepakat menyimpangi Pasal 35 Undang-

8Subekti, Aneka Perjanjian Cetakan kesepuluh, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.
35

9 Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2016, hlm.
24
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Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lalu membuat perjanjian 

perkawinan maka seluk-beluk harta perkawinan pasangan yang bersangkutan, 

normanya akan dikuasai oleh klausul-klausul Perjanjian Perkawinan yang telah

dibuatnya, bukan lagi tunduk pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan.10

Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah berlakunya Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dapat memuat perjanjian 

kawin terkait dengan harta perkawinan maupun dengan perjanjian lainnya. 

Perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang berbunyi :

“Selama Perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat 

mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat 

diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada 

peretujuan untuk mngubah atau mencabut, dan perubahan atau 

pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.”

Alasan yang umumnya dijadikan landasan dibuatnya perjanjian setelah 

perkawinan adalah adanya kealpaan dan ketidaktahuan bahwa dalam Undang-

10 Ibid, hlm. 31
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Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ada ketentuan yang mengatur 

mengenai perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan. 

Alasan lainnya adalah resiko yang mungkin timbul dan harta bersama dalam

perkawinan karena pekerjaan suami dan istri memiliki konsekuensi dan 

tanggung jawab pada harta pribadi sehingga masing-masing harta yang 

diperoleh tetap dapat menjadi milik pribadi.

Tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan adalah untuk memisahkan harta 

kekayaan antara pihak suami dan istri sehingga harta kekayaan mereka tidak 

tercampur. Oleh karena itu, jika suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-

masing pihak terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau 

gono-gini. Atas hutang masing-masing pihak pun yang mereka buat dalam 

perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggungjawab sendiri-sendiri. 

jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta 

ijin dari pasangannya (suami atau istri). Begitu juga dengan fasilitas kredit yang

mereka ajukan, tidak lagi harus meminta izin terlebih dahulu dari pasangannya 

(suami atau istri) dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas nama salah 

satu dari mereka.11

Tegasnya, ketentuan yang ada pada saat ini hanya mengatur perjanjian 

perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan,

11 Fahmi Al Amruzi, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan, Yogyakarta: Aswaja Presindo,
2011, hlm. 34
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padahal  dalam kenyataannya  ada  fenomena  suami  istri  yang  karena  alasan

tertentu  baru  merasakan  adanya  kebutuhan  untuk  membuat  perjanjian

perkawinan  selama  ikatan  perkawinan.  Selama  ini  sesuai  dengan  Pasal  29

Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perjanjian yang demikian

itu harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus sahkan dalam

suatu akta Notaris. Perjanjian perkawinan ini mulai berlaku antara suami dan

istri sejak perkawinan dilangsungkan.

Isi  yang diatur dalam perjanjian perkawinan tergantung pada kesepakatan

pihak-pihak calon suami dan istri, asal tidak bertentangan dengan undang-undang,

agama, dan kepatutan atau kesusilaan. Adapun terhadap bentuk dan isi perjanjian

perkawinan,  kepada  kedua  belah  pihak  diberikan  kebebasan  atau  kemerdekaan

seluas-luasnya  (sesuai  dengan  asas  hukum kebebasan  berkontrak).  Akan  tetapi

setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 maka

saat  ini  pasangan  suami  istri  dapat  membuat  perjanjian  perkawinan  selama

perkawinan  sedang  berlangsung.  Akibat  hukum  yang  timbul  dari  perjanjian

perkawinan  tersebut  adalah  pisahnya  harta  bersama  (suami  istri)  yang  tertuang

dalam  ketentuan  Pasal  35  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang

Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.

Dengan terpisahnya harta bersama tersebut berarti  telah terjadi pergeseran harta

diantara  suami  istri  yang  salah  satunya  dapat  dilakukan  dengan  cara  hibah,

pengertian hibah menurut Pasal 1666 KUHPerdata bahwa: “Hibah



11

adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, 

dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan 

sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan

barang itu.”

Berdasarkan  ketentuan  Pasal  1678  KUHPerdata  melarang  adanya

penghibahan yang dilakukan oleh suami dan istri selama perkawinan. Namun

ketentuan  pasal  ini  tidak  berlaku  terhadap  hadiah-hadiah  atau  pemberian-

pemberian  barang-barang  bergerak  yang  bertubuh  yang  harganya  tidak

terlampau  tinggi,  mengingat  kemampuan  si  Penghibah.  Ketentuan  tersebut

hanya  mempunyai  arti  jika  suami  istri  itu  kawin  dengan  (perjanjian)

perpisahan  harta  kekayaan,  sebab  jika  mereka  kawin  dengan  percampuran

harta kekayaan maka kekayaan kedua belah pihak dicampur menjadi satu, baik

kekayaan  yang  dibawanya  kedalam  perkawinan  maupun  kekayaan  yang

diperoleh masing-masing selama perkawinan.

Ketentuan  larangan  penghibahan  antara  suami  istri  ini  dimaksudkan

untuk  melindungi  orang-orang  pihak  ketiga  yang  mengadakan  transaksi-

transaksi dengan si suami atau si istri dimana mereka tentunya menyadarkan

kepercayaan mereka kepada keadaan kekayaan si suami atau istri itu. Dalam

hukum perkawinan juga kita lihat adanya suatu larangan untuk merubah suatu

perjanjian perkawinan.12 Berdasarkan uraian tersebut di atas berkaitan dengan

larangan hibah terhadap suami istri didalam KUHPerdata dan diperbolehkannya

12 Hilman Hadikusuma, Op.cit., hlm. 8
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perjanjian perkawinan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

69/PUU-XIII/2015, maka penulis tertarik melakukan penelitain dengan judul

“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 

Terhadap Perjanjian Hibah Suami Istri Dalam Perspektif Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi yang di latar belakangi 

oleh uraian diatas antara lain adalah:

1. Bagaimana  Perjanjian  Perkawinan  Yang  Dibuat  Pasca  Putusan

Mahkamah Konstitusi  Nomor 69/PUU-XII/2015 Agar Mengikat Semua

Pihak?

2. Apakah  implikasi  perjanjian  perkawinan  Pasca  Putusan  Mahkamah

Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015  terhadap  perjanjian  hibah  suami

istri dilihat dari perspektif KUHPerdata?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk  mengetahui  Perjanjian  Perkawinan  Yang  Dibuat  Pasca  Putusan

Mahkamah Konstitusi  Nomor 69/PUU-XII/2015 Agar Mengikat Semua

Pihak.



13

2. Untuk  mengetahui  implikasi  perjanjian  perkawinan  Pasca  Putusan

Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015  terhadap  perjanjian

hibah suami istri dilihat dari perspektif KUHPerdata.

D. Manfaat Penelitian

Adapun  dengan  dilakukan  penelitian  ini,  diharapkan  dapat

memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  sebagai  bahan

kajian akademik dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dalam

mengembangkan  ilmu  pengetahuan  dibidang  hukum  perdata  dan  dalam

praktik perjanjian perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Hasil  penelitian ini  di harapkan dapat memberikan informasi bagi

kalangan akademis dan masyarakat dalam memberikan pengetahuan dalam

praktik perjanjian perkawinan.

E. Ruang Lingkup

Batasan ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah yang

berkaitan  dengan  Perkawinan,  Perjanjian  Perkawinan,  Perjanjian  Hibah

Suami Istri menurut KUHPerdata,  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang

Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015.
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F. Kerangka Teori

Kerangka  teori  merupakan  landasan  teori  atau  dasar  pemikiran  dalam

menyusun sebuah penelitian. Kerangka teori digunakan untuk membantu penulis

dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar

langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.13 Adapun teori-

teori yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a)  Teori Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  atau  lebih.  Berdasarkan  Pasal

1320 KUHPerdata syarat sahnya perjanjian, diperlukan empat syarat yang

harus terpenuhi yaitu:

(1) Sepakat;

(2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

(3) Objek tertentu;

(4) Suatu sebab yang halal.

Maksud  dari  suatu  sebab  yang  halal  artinya  tidak  bertentangan  dengan

undang-undang,  kesusilaan,  dan  ketertiban  umum. Apabila,  syarat  pertama dan

kedua (syarat Subjektif) tidak terpenuhi akan mengakibatkan perjanjian tersebut

dapat dibatalkan, artinya perjanjian tersebut tetap berlaku hingga ada salah satu

pihak memohonkan pembatalan. Sedangkan, jika syarat ketiga dan keempat

13 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia. 1990, hlm.
65.
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tidak dipenuhi, maka akibat hukum dari perjanjian tersebut adalah batal demi

hukum, artinya sejak semula perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

Salah  satu  bentuk  hukum  yang  berperan  nyata  dan  penting  bagi

kehidupan  masyarakat  adalah  Hukum  Perjanjian.  Dalam  Buku  III

KUHPerdata mengatur tentang  Overeenkomst yang ada 2 terjemahan,  yaitu

perjanjian  dan  persetujuan.14 Pengertian  dari  perjanjian  itu  sendiri,  diatur

dalam Buku III dan Bab II KUHPerdata Pasal 1313 KUHPerdata berbunyi:

“Suatu  perjanjian  (persetujuan)  adalah  satu  perbuatan  dengan  mana  satu

orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”15

Perjanjian  tersebut  menimbulkan  suatu  hubungan  hukum,  antara  dua

orang tersebut, yang dianamakan dengan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan

suatu perjanjian antara dua orang yang membuatnya. Definisi perikatan tiadak

ada dirumuskan dalam Undang-Undang, tetapi  dirumuskan sedemikian rupa

dalam ilmu pengetahuan hukum. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua

pihak dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak satu (kreditur) berhak atas

prestasi dan pihak yang lain (debitur), berkewajiban memenuhi prestasi.16

b) Konsep Perkawinan

14 Handri Rahrjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2009, 
hlm.43. 15Ibid.
16 Riduan Syahrani, Seluk beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Bandung: PT Alumni, 2006,

hlm.194.
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Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan

bahwa:  “Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau

rumah tangga yang bahagia dan kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa.”

Menurut  Sajuti  Thalib,  Perkawinan  adalah  sebagai  perjanjian  suci

yang  membentuk  keluarga  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang

perempuan. Unsur perjanjian disini untuk memperlihatkan segi kesenjangan

dari perkawinan serta menampakkannya pada masyarakat ramai. Sedangkan

perbuatan suci untuk pernyataan segi keagamaan dari suatu perkawinan.17

c) Konsep Harta Bersama

Pada  umumnya  perkawinan  mengakibatkan  persatuan  harta  kekayaan

(Harta  Bersama).  Maka  untuk  mengadakan  penyimpangan  terhadap  hal  ini

sebelum perkawinan berlangsung mereka membuat perjanjian mengenai  harta

mereka dan biasanya perjanjian ini dibuat karena harta salah satu pihak lebih

besar  dari  pihak  lain.  Dalam  kaitannyan  dengan  harta  dalam  perkawinan

Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 menyebutkan:

17 Muhammad  Syaifuddin,  et  al.,  Hukum  Perceraian,  Cetakan  ke-1,  Jakarta:  Sinar
Grafika, 2013, hlm. 2
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a. Harta  bersama  adalah  harta  benda  yang  diperoleh  sepanjang

perkawinan.

b. Harta  bawaan  adalah  harta  yang  dibawa  masuk  ke  dalam  suatu

perkawinan.  Penguasaannya  tetap  pada  masing–  masing  suami  istri

yang  membawanya  ke  dalam  perkawinan,  sepanjang  pihak  tidak

menentukan lain.

Para  pihak  bebas  menentukan  bentuk  hukum  perjanjian  kawin  yang

merekabuat.  Mereka  dapat  menentukan  bahwa  dalam  perkawinan  mereka

tidak ada persatuan harta atau ada persatuan harta yang terbatas yaitu:

a. Persatuan untung rugi (gemeenschap van wins en verlies) Pasal 155

KUHPerdata.

b. Persatuan  hasil  dan  keuntungan  (gemeenschap  van  vruchten  en

incomsten) Pasal 164 KUHPerdata.

d) Teori Perlindungan Hukum

Terjadinya  benturan  kepentingan  dalam  masyarakat  harus  dapat

diminimalisir  dengan  dibuatnya  hukum didalam masyarakat.  Oleh  karena  itu,

setiap produk hukum yang dihasilkan oleh legislatif harus mampu memberikan

perlindungan  hukum  untuk  seluruh  masyarakat.  Perlindungan  hukum  adalah

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh
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orang  lain  dan  perlindungan  hukum  itu  diberikan  kepada  masyarakat  agar

dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.18

Namun  dalam  hukum  pengertian  perlindungan  hukum  merupakan

segala  daya  upaya yang dilakukan  secara  sadar  oleh  setiap  orang maupun

lembaga  pemerintah,  swasta  yang  bertujuan  mengusahakan  pengamanan,

penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi

yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Tentang  Hak  Asasi  Manusia.19 Perlindungan  hukum  adalah  suatu

perlindungan yang diberikan subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik

yang  bersifat  preventif,  maupun  bersifat  represif,  baik  yang  lisan  maupun

tertulis.  Dengan  kata  lain  dapat  dikatakan  bahwa  perlindungan.20

Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu:21

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk

mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan  hukum  represif  merupakan  perlindungan  akhir  berupa

sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan

18 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.
19

Ibid.
20 Ibid.
21 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia, Surabaya: Bina

Ilmu, 2003, hlm. 3.
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apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukannya suatu

pelanggaran.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Tipe Penelitian

a) Jenis Penelitian

Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data

merupakan  hal  yang  paling  penting  dalam  mengumpulkan  bahan  materi

penulisan skripsi. Dalam penelitian ini, untuk mengkaji permasalahan maka

penulis  akan  melakukan  penelitian  hukum  dengan  menggunakan  hukum

normatif.  Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  doktriner,

juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut

penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan

hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang

lain.22

b) Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang bertujuan

untuk melukiskan tentang suatu hal tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya

dalam  penelitian  ini,  peneliti  sudah  mendapatkan  atau  mempunyai

gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.23

22 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.13-14.

23 Ibid., hlm. 8-9.
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2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan  yang  di  gunakan  dalam  penulisan  skripsi  ini

adalah sebagai berikut:

a) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan  Perundang-undangan  adalah,  “Pendekatan  yang

dilakukan  dengan menelaah  semua Undang-Undang dan regulasi  yang

bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  yang  sedang  di  tangani”.24

Pendekatan ini diperlukan guna menganalisis ketentuan-ketentuan hukum

yang berkaitan dengan syarat sah perkawinan.

b) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan  konseptual  adalah  “Pendekatan  yang  beranjak  dari

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu

hukum,  pemahaman  akan  pandangan  dan  doktrin-doktrin  tersebut

merupakan  sandaran  bagi  penelitian  dalam  membangun  argumentasi

hukum dalam memecahkan isu hukum yang di hadapi.25

c) Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-

kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, yang mana kasus tersebut

telah  menjadi  penetapan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan

tetap.

24 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian  Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2005,
hlm. 93.

25 Ibid, hlm. 100.
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3. Sumber Bahan Hukum

Data  kepustakaan  adalah  sumber  data  disebut  bahan  hukum.  Bahan

hukum  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat  dipakai  atau  diperlukan  untuk

tujuan menganalisis  hukum yang berlaku.  Dengan demikian  penelitian  ini

berpijak pada data kepustakaan.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer  yaitu  bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan  hukum  primer  yang  di  pergunakan  penulis  dalam  penulisan

skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Dasar (Undang-Undang Dasar 1945)

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

3. Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP)

4. Kompilasi Hukum Islam

5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/PUU-XIII/2015.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai  bahan hukum primer,  seperti  :  Rancangan Undang-

Undang,  hasil-hasil  penelitian,  karya  dari  kalangan  hukum,  dan

sebagainya.26

26 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers : Jakarta, 2011, hlm.185.
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c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

yang  berasal  dari  kamus,  ensiklopedia,  majalah,  surat  kabar  dan

sebagainya.27

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah  bahan  hukum  dikumpulkan,  selanjutnya  dipilah-pilah  antara

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu peraturan perundang-

undangan  yang  berkaitan  dengan  perkawinan,  dan  buku-buku  hukum yang

berkaitan  untuk  dikaji.  Selanjutnya  dilakukan  pengolahan  bahan  hukum

dengan  cara  melakukan  klasifikasi  terhadap  bahan  hukum  primer  yang

terkumpul  dan mengkaitkan beberapa kesesuaian Pasal perundang-undangan

yang ada dalam bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder. Setelah

itu dicari untuk ditemukan prinsip-prinsipnya atau asas-asas hukumnya dalam

doktrin-doktrin  hukum  yang  terdapat  dalam  buku-buku  hukum  atau  bahan

hukum sekunder kemudian dilakukan analisis untuk dapat disimpulkan.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum, peneliti terlebih dahulu menelaah bahan

hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, dengan menghubungkannya

dengan  bahan  hukum  sekunder  yakni  doktrin-doktrin  para  ahli  hukum  yang

kemudian dikaitkan dengan isu hukum yang hendak dicarikan

27 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika : Jakarta, 2015, hlm.105.
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jawabannya. Selanjutnya peneliti melakukan klasifikasi interpretasi. Kemudian

akan  dianalisis  secara  kualitatif,  analisis  kualitatif  yaitu  data-data  tersebut

diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dengan menggunakan kata-kata

untuk  menjelaskan  atau  menggambarkan  serta  merumuskan  dalam  sebuah

kesimpulan  yang  menjawab  isu  hukum  yang  diteliti.  Pendekatan  kualitatif

merupakan tatacara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu

apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis

atau lisan dan perilaku nyata.28

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian

ini  adalah  kesimpulan  yang  diambil  dengan  menggunakan  cara  berfikir

deduktif,  yaitu  dengan  cara  berfikir  mendasar  pada  hal-hal  yang  bersifat

umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.29

Penafsiran  hasil  analisis  bahan  hukum  normatif  bertujuan  untuk

mengidentifikasi,  mendeskripsi,  menstukturkan dan mensistematisasi,  serta

mengharmonisasikan temuan-temuan hukum baru yang menjadi sebuah dasar

untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

28 Soerjono Soekanto,  Pengantar Penelitian Hukum,  cet.3,  Universitas Indonesia,  UI-
Pers, Jakarta, 2006, hlm.51

29 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, 2005, hlm.353.
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H. Sistematika Penulisan

Sistematika  penulisan  yang  baik  adalah  dengan  cara  menyusun  dan

menyajikan karya ilmiah tersebut secara sistematis. Oleh karena itu, penulisan

skripsi ini dibagi kedalam 4 (empat) bab, selanjutnya setiap bab terbagi atas

sub  bab  tersendiri.  Sistematika  ini  merupakan  keseluruhan  dari  isi  dalam

skripsi ini, disusun secara bertahap dalam rangkaian bab demi bab.

Penulisan  skripsi  ini  akan  diuraikan  lebih  jauh  dengan

menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemumakakan tentang latar belakang, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup,

kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian secara mendalam

tentang judul yang diambil.

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan pembahasan atas rumusan masalah yang

dimuat dalam bab I dan juga teori yag dijelaskan pada bab II.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan

saran.
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